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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR BELAKANG 

 Masyarakat harus menyadari bahwa keterbukaan akses dan interaksi terjadi 

di semua disiplin ilmu di era globalisasi yang semakin pesat. Penyalahgunaan 

perdagangan narkotika menjadi salah satu permasalahan nasional maupun 

internasional yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk di 

Indonesia selaras dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern baik 

secara positif maupun negatif. 

 Narkotika sendiri merupakan hal yang sangat mengerikan bagi setiap 

kalangan Masyarakat, yang kini tingkat jangkauan jaringannya semakin luas 

dengan modus operasi yang tinggi serta bermacam-macam dan didukung dengan 

teknologi yang kian semakin pesat berkembang sehingga menimbulkan banyak 

sekali kerugian bagi korban, terkhususnya bagi bangsa dan negara Indonesia.  

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada 

Pasal 1 tentang Narkotika yang berbunyi :1 

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang 

dibedakan kedalam golongan-golongan.” 

  

 
1 Republik Indonesia., UU Nomor 35 tentang Narkotika, Bab I, Pasal 1, tahun 2009 
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Mengenai penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

Pasal 44 KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), teksnya sebagai berikut:2  

“Pejabat yang berwenang memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya 

atas pelaksanaan barang sitaan, sesuai dengan tingkat pengawasan selama 

proses peradilan; penggunaan lebih lanjut atas benda-benda ini sangat 

dilarang”. 

 Dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi “Benda sitaan yang 

bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi 

kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.” 

 Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN 

Nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:3  

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan 

barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan 

dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan 

oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementrian kesehatan dan 

badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak 

bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau 

anggota masyarakat setempat.” 

 

Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 276.507 kejahatan telah 

terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 

sekitar 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 

perkara.4 

 
2 Republik Indonesia., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (2) 
3 Republik Indonesia., Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tentang Pedoman 

Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Pasal 1, Angka 5, Tahun 2010  
4 Sarnita Sadya, Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022, 

DataIndonesia, Jakarta Pusat, 2023, diakses dari https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-

https://dataindonesia.id/varia/detail/polri-kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022
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Sumber : Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022 

Terdapat 1 (satu) kejahatan yang terjadi disetiap dua menit dua detik. Jika 

dihitung setiap jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri. 

Meningkatnya berbagai tindak pidana di Indonesia juga menyebabkan 

meningkatnya jumlah kasus yang memerlukan penanganan dan penyelesaian 

oleh aparat penegak hukum. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus yang 

melibatkan operasi gelap narkotika, yang mengakibatkan perluasan kategori 

barang bukti yang disita. disita dari pelaku atau tersangka oleh aparat penegak 

hukum dan selanjutnya diproses secara hukum, khususnya pemusnahan, oleh 

penyidik, termasuk polisi dan jaksa.  

Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut dengan Kejaksaan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga 

 
kejahatan-di-indonesia-naik-jadi-276507-kasus-pada-2022 pada tanggal 8 September 2023 pukul 

23.00 WIB  
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pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan Undang-Undang.5  

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, penuntutan 

perdata dan pidana, serta ketatanegaraan. Tanggung jawab dan kewenangan 

jaksa dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1):6  

a. Bertanggung jawab untuk mengawasi proses penuntutan; 

b. Melaksanakan putusan pengadilan dan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

c. Mengawasi pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat, putusan pidana 

yang diawasi, dan putusan pidana bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan hukum terhadap tindak pidana tertentu; 

e. Dengan menyelesaikan berkas perkara tertentu, mereka dapat melakukan 

pemeriksaan lanjutan sebelum diajukan ke pengadilan. Penyidikan ini 

dikoordinasikan dengan penyelesaian berkas perkara. 

Kejaksaan merupakan lembaga Independen yang memiliki wewenang 

dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan hakim harus bebas 

dari kekuasaan politik manapun.7 Penuntut mempunyai kewenangan untuk 

 
5 Republik Indonesia., UU Nomor 11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  Pasal 1, Tahun 2021  
6 Republik Indonesia., UU Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat 

(1), Tahun 2004 
7 Simamora et.al., Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government 

Institution Implementing Country’s Power in The Indonesian State Concerns System, Proceedings 
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melaksanakan putusan hakim dengan cara membuang barang bukti (pemusnahan 

barang), merampasnya untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya 

kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Terkait 

dengan penyitaan barang bukti untuk kepentingan negara, Kejaksaan RI juga 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang bukti yang dirampas dan disita. 

Dalam hal ini, Kejaksaan mengelola barang bukti melalui berbagai mekanisme 

atau metode yang penerapannya sangat penting dan krusial, khususnya dalam 

kaitannya dengan pengeluaran dan penerimaan kas negara.  

Barang bukti juga memiliki beberapa sumber hukum. Barang bukti yang 

dihadirkan dalam persidangan ditetapkan oleh hakim untuk dirampas oleh 

negara wajib untuk dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan memiliki 

wewenang untuk melaksanakan eksekusi putusan hakim, serta melakukan 

pengelolaan terhadap barang rampasan tersebut. Pengelolaan barang rampasani 

terdiri dari :8  

1. Dijuali langsung; 

2. Penetapan status penggunaan; 

3. Hibah; dan 

4. Lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan bertugas 

 
of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 

September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1 
8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang 

Gratifikasi, diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185193/pmk-no-145pmk062021 

pada tanggal 12 Agustus pukul 19.00 WIB  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185193/pmk-no-145pmk062021
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melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mentaati ketentuan tata cara 

penanganannya. Informasi tersebut dirinci dalam Surat Edaran Jaksa Agung 

Nomor: SE-018/A/JA/08/2015.  

Ketentuaan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, 

“Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang 

penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), 

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan 

Narkotika dan precursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian 

perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan”. 9 

Namun dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan 

bahwa Narkotika tersebut “dirampas untuk negara”, maka hal tersebut telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, berdasarkan 

ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkotika yang terdapat dalam 

masyarakat, Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor harus segera 

melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh 

barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan telah memiliki Putusan 

yang berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut termasuk ke 

 
9 Republik Indonesia., UU Nomor 35 tentang Narkotika, Pasal 91, Tahun 2009 
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dalam salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi 

perkara, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, 

pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.10 

Kejaksaan Negeri Palembang bertugas melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai barang bukti narkotika 

yang disita. Selanjutnya, Kejaksaan wajib memusnahkan barang bukti dalam 

jangka waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan tersebut. Pelaksanaan tugas 

ini harus dilakukan dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta 

menjamin proses pemusnahan barang bukti mengikuti prosedur yang aman dan 

sehat, tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup atau 

kesehatan masyarakat, serta sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Proses pemusnahan narkotika sitaan ini dilakukan Kejaksaan Negeri 

Palembang kurang lebih tiga sampai empat kali dalam setahun, atau sebulan 

sekali. Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan pemusnahan barang sitaan 

sebanyak sepuluh kali pada minggu terakhir setiap bulan pada tahun 2022. 

Begitu pula pada bulan Juni 2023, Kejaksaan Negeri Palembang telah 

melakukan pemusnahan barang sitaan seperti pakaian, senjata api, senjata tajam, 

dan narkotika.  

 
10 Republik Indonesia., Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 979, Tahun 2017  
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Pemusnahan barang bukti sitaan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 

dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palembang 

untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang mengenai barang 

bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Pengadilan Negeri Palembang. Di dalam 

acara pemusnahan barang bukti tersebut Kejaksaan Negeri Palembang turut 

mengundangi pihak-pihak yang bersangkutan dengan yang menangani perkara, 

diantaranya :  

1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang;  

2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; 

3. Kepala Seksi Intelijen;  

4. Kepala Sub Bagian Pembinaan;  

5. Kepalai Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara; 

6. Kepalai Seksi Tindak Pidana Khusus; 

7. Serta Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, baik dari 

Kejaksaan. 

Sejak dilaksanakan pemusnahan narkotika dan psikotropika sitaan pada 

tanggal 26 Juni 2023, informasi selanjutnya mengenai barang sitaan narkotika 

yang telah dimusnahkan adalah:11  

 

 
11 Kejaksaan Negeri Palembang, Beita Acara Pemusnahan Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

Palembang, 2023 
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Tabel 1.2. Data Pemusnahan Barang Bukti Jenis Narkotika dan Psikotropika 

di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023 

Sumber : Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan  

     Negeri Palembang  

Sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) gram dan 62 (enam puluh 

dua) butir narkotika jenis shabu, ganja dan pil extacy yang telah dimusnahkan 

oleh Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 26 Jnui 2023 dengan cara 

mencampurkannya kedalam cairan disinfektan, kemudian diblender dengan rata. 

Setelah tercampur dengan rata, narkotika tersebut dibuang ke saluran 

pembuangan. Untuk narkotika jenis ganja, pemusnahannya berbeda dengan jenis 

narkotika lainnya, yaitu dilakukan dengan cara dibakar.  

 

Tabel 1.3. Data Pemusnahan Barang Bukti Lainnya di Kejaksaan Negeri 

Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023 

Jenis Barang Bukti Jumlah Satuan 

Timbangan Digital  3 Buah 

Plastik Klip Bening Kecil 2 Ball 

Handphone  5 Buah 

Bong Alat Hisap (Shabu) 1 Buah 

Senjata Tajam 19 Bilah 

Senpi Jenis Revolver 2 Pucuk 

Jenis Barang Bukti Jumlah Satuan 

Narkotika Jenis Shabu ± 90 gram 

Narkotika Jenis Pil Extacy ± 62 Butir 

Narkotika Jenis Ganja   ± 130 Gram 
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Celana 7 Helai 

Baju  7 Helai 

Kotak Rokok Kosong 5 Buah 

Kunci T 2 Buah 

Tas 3 Buah 

Dompet Kecil 3 Buah 

Jaket  6 Helai 

Rekapan Kertas Catatan Judi Togel 12 Lembar 

Senapan Angin 1 Pucuk 

Sumber : Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan  

     Negeri Palembang  

Sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) barang bukti lainnya ikut dimusnahkan 

pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Pemusnahan 

barang bukti lainnya seperti senpi jenis revolver, sajam, handphone, senapan 

angin, dan lain-lain dilakukan dihalaman samping Kejaksaan Negeri Palembang, 

yang dimana nantinya akan dihancurkan dengan menggunakan alat berat yang 

disebut Gerinda atau alat potong besi berukuran kecil/sedang. Baru setelah itu, 

barang sitaan yang telah dihancurkan kemudian dikuburkan di halaman belakang 

Kejaksaan Negeri Palembang. 

Namun pada kenyataannya masih banyak barang sitaan narkotika yang 

status hukumnya telah lama diadili oleh pengadilan yang mempunyai hukum 

tetap dan tidak segera dimusnahkan melainkan disimpan, baik karena jumlahnya 

yang sedikit. atau hambatan lainnya. Sesuai dengan ayat (1) pasal 44 KUHAP, 

narkotika sitaan tersebut ditempatkan pada tempat penyimpanan barang sitaan 
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negara karena tidak segera dimusnahkan. Tidak diragukan lagi, hal ini berpotensi 

menimbulkan penyimpangan dalam hal peredaran kembali produk sitaan secara 

ilegal. 

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengawasan 

terhadap penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan yang dilarang. Cara 

pengawasan yang dilakukan terhadap proses pemusnahan mempunyai risiko 

terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, 

timbul kekhawatiran mengenai pengamanan barang sitaan tersebut. Sekalipun 

dilarang, besar kemungkinan hal tersebut akan muncul kembali di masyarakat. 

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan 

judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika 

di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti 

narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang?   

2. Apa faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor 

dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotikai 

di Kejaksaan Negeri Palembang?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :  
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyimpanan dan 

pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kejaksaan 

Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penyimpanan dan pemusnahan 

barang bukti narkotika. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan tentu dalam penelitian ini penulis 

berharap dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang berharga bagi bidang kajian hukum, khususnya dalam 

ranah hukum pidana mengenai praktik pemusnahan dan penyimpanan 

barang sitaan narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang.  

2. Manfaat Praktis  

Dari sudut pandang praktis, diharapkan aparat penegak hukum yang 

mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum akan menganggap 

temuan-temuan penelitian ini bermanfaat. Selain itu, masyarakat juga 

diharapkan dapat lebih memahami protokol yang mengatur penyimpanan 

dan pembuangan barang sitaan narkotika melalui penelitian ini.  
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E. RUANG LINGKUP  

Berdasarkan permasalahan serta judul yang dibahas dalam penelitian ini, 

maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada sistem tata cara dan prosedur 

penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri 

Palembang serta faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum selaku 

eksekutor dalam menyimpan maupun memusnahkan barang bukti narkotika di 

Kejaksaan Negeri Palembang. 

 

F. KERANGKA TEORI  

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System Theory) 

Sistem Peradilan Pidana, juga dikenal sebagai criminal justicei system 

dalam bahasa umum, berfungsi sebagai mekanisme sistemik untuk 

menangani kegiatan terlarang.12 Pendekatan sistem ini merupakan 

pendekatan yang seluruh komponennya berfungsi sebagai satu kesatuan yang 

saling bergantung (interrelation) dan mempengaruhi satu sama lain. 

Frank Remington memelopori penerapan pendekatan sistem dalam 

penyelenggaraan peradilan pidana. Konsep ini selanjutnya ditambahkan pada 

mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana, yang lebih dikenal dengan 

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justicei System).13 Pendekatan yang 

dilakukan dalam sistem peradilan pidana membutuhkan organ sub-sistem 

 
12 BAB II, Kajian Teoritis Sistem Peradilan dan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Tindak 

Pidana Korupsi, Media Unpad, Jawa Barat, 2020, diakses dari http://media.unpad.ac.id pada tanggal 

15 September 2023 pukul 22.15 WIB 
13 Ruchoyah, Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaharuan Sistem Peradilan 

Pidana di Indonesia, diakses dari https://etd.umm.ac.id/ pada tanggal 15 September 2023 pukul 

22.36 WIB 

http://media.unpad.ac.id/
https://etd.umm.ac.id/
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(Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan). Sub-

sistem tersebut merupakan tiang dasar sebagai harapan bagi masyarakat guna 

berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan 

adil-beradab.    

2. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Pada hakikatnya hukum digunakan sebagai perlindungan bagi manusia 

yang menjadi pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus 

bertindak.14 Namun hukum tidak sekedar menjadi pedoman saja, atau sekedar 

dekorasi maupun perhiasan semata, melainkan hukum lebih dari itu, hukum 

haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan 

hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat 

penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada 

pelaksanaan hukum tersebut.  

Menurut salah satu pakar di bidang tersebut, Soerjono Soekanto, 

penegakan hukum merupakan upaya yang bentuknya mendamaikan korelasi 

antara nilai-nilai yang dituangkan dalam peraturan yang tegas dengan 

perilaku yang merupakan puncak dari penerjemahan nilai. Untuk 

membangun, menjaga, dan melestarikan lingkungan sosial yang harmoni.15 

Penerapan hukum pidana secara konkrit dilakukan oleh aparat penegak 

hukum. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai operasionalisasi 

peraturan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem 

 
14 Sudikno Metokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum¸ Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 107  
15 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35 
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yang memerlukan harmonisasi nilai, peraturan, dan perilaku manusia yang 

sebenarnya. Norma-norma tersebut selanjutnya menjadi standar atau 

pedoman bagi tindakan atau perilaku yang dianggap layak atau sesuai. 

Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian.  

 

G. METODE PENELITIAN  

Penelitian hukum memerlukan penyelidikan sistematis terhadap doktrin, 

aturan, dan prinsip hukum dengan tujuan memberikan solusi terhadap 

permasalahan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan atribut-atribut yang 

mendefinisikan bidang ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan 

untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi solusi 

terhadap tantangan yang dihadapi.16 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif 

yang didukung dengan data empiris merupakan jenis penelitian hukum yang 

dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung 

dengan penambahan data atau unsur empiris.17 Artinya, selain menggunakan 

bahan-bahan kepustakaan sebagai data, penulis juga langsung melakukan 

 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 

35 
17 Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, Blogspot, Sumatera Utara, 2013, diakses dari 

https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html pada tanggal 9 

September 2023 pukul 10.06 WIB  

https://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html
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penggalian data kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri 

Palembang melalui wawancara.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif didukung 

dengan data empiris. Pendekatan normatif yang didukung dengan data 

empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data 

sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau 

tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan 

dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.18 

Jadi penulis akan melakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum di 

Kejaksaan Negeri Palembang mengenai proseduri penyimpanani dan 

pemusnahan barang bukti narkotika serta faktor yang mempengaruhi Jaksa 

Penuntut Umum selaku eksekutor dalam menyimpan dan memusnahkan 

barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang.  

3. Sumber Bahan Hukum 

Penelitian normatif yang didukung dengan data empiris ini menggunakan 

data hukum primer dan sekunder, yaitu :  

a. Data Primer 

Data primer terdiri dari informasi yang diperoleh secara langsung dan 

relevan secara langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini 

dilakukan melalui pemanfaatan wawancara terstruktur terhadap 

seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, serta informan yang 

 
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 31 
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merupakan jaksa, petugas, dan pejabat Kejaksaan, yang pekerjaannya 

berkaitan dengan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti 

narkotika.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian 

kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang  meliputi 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier, yaitu :  

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

mengikat atau Persuasive Authority, yang mencakup 

peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah 

yang dibahas, yaitu :  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

tentang Hukum Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209;  

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Undang-Undangi Nomor 16 
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Tahuni 2004 tentangi Kejaksaani Republiki Indonesia, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755; 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahuni 2009 tentang 

Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomori 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5062; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5419.   

 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum yang digunakan bersifat tidak mengikat dan 

hanya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

yang diperoleh dari pertimbangan para ahli atau sarjana yang 

mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Materi tersebut 

memberikan arahan kepada penulis tentang tata cara 

penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika yang 

benar.  
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c) Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum yang digunakan ini bersifat sebagai pelengkap 

dan memberikan petunjuk dan penjelasan lebih dalam terkait 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder agar 

memperoleh informasi terbaru yang berkaitan erat dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, seperti contohnya kamus-

kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

ensiklopedia, majalah, jurnal dan lain sebagainya19. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan  

Pada penelitian ini jenis data yang harus dikumpulkan agar permasalahan 

dalam penelitian ini dapat terpecahkan dibagi menjadi tiga jenis teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1) Wawancara 

Wawancara dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data primer atau 

data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada di tempat 

penelitian atau di lapangan. Wawancara adalah sesi tanya jawab tatap 

muka yang digunakan dalam penelitian di mana dua orang atau lebih 

terlibat dalam percakapan, sementara pewawancara secara langsung 

menerima informasi atau pernyataan dari informan.20 

 

 
19 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 114 
20 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, 

hlm. 81 
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2) Studi Dokumentasi 

Kajian pustaka dan kajian bahan hukum (bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti) dilakukan guna memperoleh data sekunder 

untuk penelitian ini. 

3) Observasi 

Metode observasi ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi suatu cara 

pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau 

kejadian yang terjadi di lapangan. Metode ini juga dilakukan untuk 

mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi yang kemudian 

akan digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian 

yang sedang penulis lakukan.21 

4) Populasi dan Sampel  

Populasi didalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh 

peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas, obyek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.22 Dalam penelitian ini, populasi yang akan 

digunakan sebagai penelitian adalah Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri 

Palembang.  

 
21 Yusuf Abdhul, Metode Observasi : Pengertian, Macam dan Contoh, Deepublish Store, 

September 2002, diakses dari https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/ pada tanggal 9 

September 2023 pukul 21.14 WIB  
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 80 

https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/
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Sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat 

dan karakteristik yang sama bersifat representative dan menggambarkan 

populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang 

diteliti.23 Sampel yang akan digunakan oleh peneliti memiliki ketentuan, 

Jaksa Bidang Pidana Umum bagian Eksekusi dan Jaksa Bagian Barang 

Bukti.  

5. Teknik Analisa Bahan  

Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier adalah 

Teknik Analisa Kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat dan 

memperhatikan populasi dan sampel yang ada di lapangan dan digabungkan 

dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini 

dipaparkan secara deksriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang 

bersifat deskriptif kualitatif.24 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada hasil akhir penelitian ini 

menggunakan cara berfikir penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan 

metode berpikir yang melibatkan pengamatan terhadap sejumlah contoh atau 

data spesifik, lalu menyimpulkan suatu pernyataan umum atau pola yang 

 
23 Muchlisin Riadi, Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik 

Pengambilan dan Rumus), Kajian Pustaka, 2020, diakses dari 

https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html pada tanggal 16 

September 2023 pukul 13.22 WIB 
24 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2018, hlm. 148 

https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html


22 
 

 
 

mungkin berlaku. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan yang dihasilkan 

tidak bersifat pasti atau mutlak, melainkan memiliki tingkat probabilitas atau 

suatu kemungkinan.25 Sehingga dapat dikatakan dalam pengolahan bahan 

data hukum yang dikumpulkan, dilakukan dengan menarik kesimpulan dari 

yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.26  

 

 

 

 

 

 

 
25 Michael Picco, Penalaran Induktif dan Deduktif : Memahami Keduanya, Ruang Jurnal, 

Malang, 2023 diakses dari https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-

memahami-keduanya/ pada tanggal 9 September 2023 pukul 21.31 WIB  
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencena Prenada, Jakarta, 2015, hlm. 33 

https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-memahami-keduanya/
https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-memahami-keduanya/
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